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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.yang 

menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah, Sebagai negara yang menganut desentralisasi 

mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri dari 

urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan 

daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan 

kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah 

tangga daerah.
1
 

Kelancaran penyelengaraan tugas pemerintah dan 

pembangunan nasional sangat tergantung pada 

kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai 

Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat 

madani yang taat hukum, berperadaban moreden, 

demokrasi, makmur, adil, dan bermolar tinggi, diperlukan 

pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara 

yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus 

                                                             
1
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menyelengarakan pelayanan secara adil dan merata 

kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan 

ketaatan kepada pancasila dan Undang-undang dasar 

1945.
2
 

Demokrasi yang sejatinya mengedepankan 

partisipasi publik atau pelibtan warga negara disemua 

bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih 

saja menjadi bahan perdebatan. Salah satunya adalah 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diskurusini menjadi 

salah satu penyebab sehingga sejauh ini demokrasi kita 

belum mampu mewujudkan cita-cita sebagaimana 

termaktub  dalam konstotusi. Padahal partisipasi publik 

adalah instrument utama mewujudkan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

amanah pembukaan UUD 1945 yang sudah dirumuskan 

dan disepakati bersama oleh para pendiri bangsa ini. 

Dan dalam pelaksanaan disentralisasi kewenangan 

pemerintah kepada Daerah, Aparatur Negeri berkewajiban 

untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan 

harus melaksanakan tugasnya secara professional dan 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintah dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, 

kolusi dan nopetisme. 

                                                             
2
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur 

Negara” di definisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, 

terutama yang meliputi bidang kelembagaan , 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai 

tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-

hari,  Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja pada intansi pemerintah. 

Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari 

menejemen kepegawaian negara di bawah kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 Undang-

Undang Dasar 1945).ASN adalah penyelenggara negara 

uang terdapat dalam semua lini pemerintahan.Pelaksanaan 

kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN 

sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi 

pemerintah.
3
 

ASN sebagai bagian dari entitas warga negara 

yang sejatinya terlibat “aktif” didalam pemilu untuk 

memilih pimpinan maupun wakil rakyat adalah hak-hak 

setiap warga negara tak terkecuali warga negara yang 

bersetatus ASN.Akan tetapi keterlibatan secara aktif oleh 

ASN dalam pemilu dibatasi oleh peraturan perundang-

undangan. 

                                                             
3
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Hak keterlibatan ASN secara “aktif” dalam politik 

Praktis setidaknya dilihat dari 2 (dua) sudut pandang 

yaitu, hak ASN untuk memilih pimpinan (Presiden dan 

wakil Presiden Indonesia seta kepala daerah) dan wakil 

rakyat (DPR,DPD dan DPRD) dan kedua hak ASN untuk 

mendukung (kampanye) pimpinan dan wakil rakyat.  

ASN dalam menyalurkan hak untuk memilih 

pimpinan dan perwakilan dilakukan pembatasan-

pembatasan, hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU Nomor 

5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa salah satu 

asas penyelenggaraan kebijakan dan menejeman ASN 

adalah asas netralias  yang dalam penjelasan pasal tesebut 

mengatakan bahwa yang dimaksud “asas netralitas” 

adalah bahwa setiap ASN tidak perpihak dari segala 

bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepeda 

kepentingan siapapun. 

Kemudian masih dalam penjelasan UU Nomor 5 

Tahun 2014 bahwa “Dalam upaya menjaga netralitas 

ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin 

keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat 

memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada 

tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota 

dan?atau pengurus partai politik”.
4
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Pembatasan hak menyalurkan hak pilih atau 

keterlibatan dalam politik paraktis ASN lebih spesifik 

diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

menyebutkan bahwa “Pejabat negara, pejabat struktural 

dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur 

sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
5
 

Kemudian pasal 2 menyebutkan “Larangan 

sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang pada 

aparatur sipil negara dalam lingkngan unit kerja, anggota 

keluarga, dan masyarakat. 

Aturan-aturan lain yang mengatur hal yang sama 

yakni termuat dalam pasal 4 ayat 12-15 PP Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

12. Memberikan dukungan kepada calon 

Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah deangan cara: 

a. Ikut serta pelaksanaan kampanye 

b. Menjadi serta kampanye dengan mrnggunakan 

atribut partai  atau atribut PNS 
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c. Sebagai peserta kampanye dengan 

mengerahkan PNS lain; dan/atau  

d. Sebagai peserta kampanye dengan 

menggunakan fasilitas negara; 

13. Memberikan dukungan kepada calon 

Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 

a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selaa masa kampanye; 

dan/atau 

b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam 

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, 

dan masyarakat; 

14. Memberikan kepada calon anggota Dewan 

Perwakilan Daerah atau calon kepada Dewan 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara 

memberikan surat dukungann disertai fotokopi 

kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan 

Penduduk sesuai peraturan perundangan; dan 

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: 
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a. Terlibat dalam kegitan kampanye untuk 

mendukung calon kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah. 

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatan dalam kegiatan kampanye. 

c. Membuat keputusan dam/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye; 

dan/atau 

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 

barang kepada PNS dengan lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
6
 

Dalam pasal 70 ayat (1) -71 ayat (1) UU Nomor 

10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan  pemerintah 

penggant UU Nomor 1 tahu 2014 tentang pemilihan 

gubernur, bupat, dan wali kota menjadi undang-undang. 

Pasal 70 

1. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang 

melibatkan: 
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a. Pejabat badan usaha milik negara/badan 

usaha milik daerah 

b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dan Anggota 

Tentara Nasional Indonesia 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/perangkat 

kelurahan. 

Pasal 71 

1. Pejabat negara pejabat daerah, pejabat aparatur 

sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala 

Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon 

Meski demikian dalam praksis demokrasi terkait 

larangan-larangan ASN terkait keterlibatan kampanye 

maupun penggunaan hak untuk memilih pimpinan dan 

perwakilan sering dibenturkan dengan hak-hak dasar ASN 

sebagai warga sipil yang sepatutnya disamakan dengan 

warga sipil biasa. 

Pro-kontra tentang ASN yang member dukungan 

atau terlibat kampanye serta sejumlah argumentasi 

pembatasan status ASN dalan keterlibatan dalan politik 

praktis adalah sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya 
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argumentasi yang menyebutkan bahwa pembatasan ASN 

itu hanya berlaku pada waktu kerja saja, artinya setelah 

waktu kerja (dinas) maka ASN sama dengan warga sipil 

yang lain yang bisa mengekspresikan dukungannya.  

Dan perdasarkan pada uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai 

keterlibatan ASN dalam politik dalam bentuk karya 

ilmiah yang berjudu l“Keterliban Aparatur Sipil 

Negara Dalam Politik Menurut Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah banyak yang 

harus di kaji dan diteliti lebih jauh, penulis memfokuskan 

pada Keterliban Aparatur Sipil Negara Dalam Politik 

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu. 

C. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Mengapa hal politik ASN dibatasi dalam pemilu? 

2. Bagaimana Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 Terhadap Keterlibatan Aparatur Sipil Negara 

Dalam Politik? 
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3. Bagaimana implikasi hukum bagi ASN yang terlibat 

dalam pemilu?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hal politik ASN dibatasi dalam 

pemilu. 

2. Untuk mengetahui Analisis Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 Terhadap Keterlibatan Aparatur Sipil 

Negara Dalam Politik. 

3. Untuk mengetahui Implikasi hukum bagi ASN yang 

terlibat dalam pemilu. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk 

pembelajaran bersama guna memberikan pustaka hukum, 

yang berkaitan dengan Keterlibatan ASN dalam politik 

menurut Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu. 

2. Secara Praktis  
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Seacara praktis diharapkan penelitian ini dapat 

mengengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu 

yang diperoleh penulis khususnya dalam perkara Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam politik. Dan 

juga sebagai bahan masukan kepustakaan bagi yang 

berkepentingan dengan masalah yang sama.  

F. Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Sebagai pembuatan skripsi ini, penelitian melihat 

kepada penelitian terdahulu yang relevan dalam 

pembahasannya. Penelitian relevan adalah suatu 

penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan 

dianggap cukup relevan/mempunyai keterkaitan dengan 

judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk 

menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan 

pokok permasalahan yang sama. Diantaranya yaitu: 

No Nama Penulis/ 

Judul/ Perguruan 

Tinggi/ Tahun 

Substansi Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Dengan 

Penulis 

1 Umi Nafisah/ 

Pemberhentian 

Pegawai Negeri 

Sipil ditinjau dari 

Undang-undang 

Nomor 43 

Dalam penelitiannya 

penulis meneliti 

bagaimana prosedur 

pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil 

yang terjadi di 

Dalam penelitian ini 

penulis mengkaji 

mengenai bagaimna 

ketentuan pejabat yang 

berwenanang 

memberhentikan 
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Tahun1999 

perubahan atas 

Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 

1974 Tentang 

Pokok-pokon 

Kepegawaian 

(Studi kasus di 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Seleman 

Yogyakarta Tahun 

2010-2012)/ UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta/ 2014 

Pemerintahan 

kabupaten Seleman 

dan upaya hukum 

yang di ambil Pegawai 

Negi Sipil yang 

diberhentikan tersebut 

di Pemerintahan 

Kabupaten Seleman 

Pegawai Negeri Sipil 

karena menduduki 

jabatan politik menurut 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang 

Aparat Sipil Negara 

2 Muhamad 

Haryono/ 

Penegakan 

Hukum Disiplin 

Berat Bagi 

Pegawai Negeri 

Sipil Di 

Pemerintahan 

Kota Bandung 

provinsi Jawa 

Dalam penelitiannya 

penulis meneliti 

bagaimna proses 

penegakan hukuman 

disiplin berat Pegawai 

Negeri Sipil 

Pemerintaahan Kota 

Bandung Provinsi 

Jawa Barat dan faktor-

faktor apakah yang 

Dalam penelitian ini 

penulis bagaimna 

bagaimna ketentuan 

pejabat yang 

berwenanang 

memberhentikan 

Pegawai Negeri Sipil 

karena menduduki 

jabatan politik 
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Barat/ Universitas 

Jendral Soedirman 

Purwokerto/ 2012 

cendrung  

mempengaruhi 

penegakan hukuman 

disiplin berat Pegawai 

Negeri Sipil si 

Pemerintahan Kota 

Bandung Provinsi 

Jawa Barat. 

3 Muhamad Rifki/ 

Analisis 

Pengembangan 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Pada 

Kantor 

Kepegawaian 

Daerah (BKD) 

Kabupaten 

Kampar/ 

Unversitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Kasim 

Riau/ 2012 

Dalam penelitiannya 

peulis meneliti 

bagaimna 

pengembangan 

Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Pada Kantor 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Kampar.  

Dalam penelitian ini 

penulis meneliti 

bagaimna upaya hukum 

terhadap Pegawai Negeri 

Sipil karena menduduki 

jabatan politik menurut 

Undang-undang Nomor 

43 Tahun 1999 

Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian 
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G. Kerangka Pemikiran 

Istilah politik pada dasarnya merupakan suatu 

fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu 

hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adlah makhluk 

sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena 

itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan 

diri manusia dalam rangka perkembangnnya.
7
 

Menurut Deliar Neor politik adalah segala 

aktivitas atau  sikap yang berhubungan dengan kekuasaan 

dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan 

mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk 

untuk susunan masyarakat 

Melihat definisi ini, maka hakekat politik 

menunjukan perilaku atau tingkah laku manusia, baik 

berupa kegiatan, aktivitas, maupun sikap, yang tentunya 

bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan 

tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan 

kekuasaan bukanlah hakekat politik, justru politik 

memerlukan agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan 

dalam kehidupan masyarakat.  

Sedangkan politik menurut Mariam Budiardjo 

adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem 

                                                             
7
 Jurnal Abdul kodir B. nambo, Memahami Tantang Beberapa 

Konsep Politik(Suatu telaah dari sistem Politik) h.262 
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politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-

tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.   

Menurut Anthonius menyatakan bahwa sejak awal 

hingga perkembangan terakhir ada sekurang-kurangnya 

lima pandanganan mengenai politik. Pertama, politik 

adalah usaha-usahayang ditempuh warganegara untuk 

membiarkan dan mewujudkan kebaikan bersama, kedua, 

politik adalah hal yang  terkait dengan penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan, ketiga, politik adalah sebagai 

segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari da 

mempertahankan. Keempat, politik adalah sebagai 

kegiatan yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan umum. Kelima, politik adalah sebagai konflik 

dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-

sumber yang dianggap penting. 

Dan pada dasarnya  politik juga sangat berkaitan 

dengan birokrasi. Politik yang sangat erat dengan 

kekuasaan dan  merupakan saranau untuk memaksakan 

kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara 

tertentu. Seseorang berpolitik orientasinnya adalah 

memperoleh kekuasaan.
8
 

                                                             
8
 Jurnal, Wahyu Eko Yudiatnaja, Politik Birokrasi: Pola Hubugan 
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Selain itu, menurut Budiardhjo politik selalu 

menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan 

bukan tujuan pribadi. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa politik yang dijalankan oleh suatu negara harus 

dilaksanakan dengan tujuan menyejahterakan rakyat 

bukan hanya menguntungkan salah satu pihak, 

singkatnya, politik adalah instrument untuk mewujudkan 

tujuan tujuan seluruh masyarakat. 

Konsep-konsep pokok yang terkait dengan politik 

menurut Budhiarjo adalah 

1. Negara (state) 

2. Kekuasaan (power) 

3. Pengambilan kebijakan (decesion making) 

4. Kebijakan (policy) 

5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) 

kekuasaan 

Sedangkan birokras sepertii yang  dirumuskan Fritz 

Morestein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang 

pergunakan pemerintah modern guna melaksanakan 

tugas-tugas yang dibersifat spesifik, dilaksanakan dalam 

sebuah sistem administrasi khususnya oleh aparatur 

pemerintah. Bentuk ideal yang diwujudkan UU ASN 

adalah aparatur yang memiliki integrasi, profesionalitas, 

netral dan bebas  dari intervensi politik, bersih dari praktik 
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korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mampu 

menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat secara 

lebih baik.
9
 

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahsa 

Prancis, buraueyang berarti kantor atau meja tulis, dan 

kata Yunani, Kratein yang berupa mengatur. Yang 

menjadi ciri birokrasi adalah adanya pembagian sebuah 

kerja secara hirarkis dan rinci yang didasrkan pada aturan-

aturan tertulis yang ditetapkan secara impersonal, yang 

dijalankan oleh staf dan bekerja full time, seumur hidup 

dan professional yang sama sekali tidak turut memegang 

kepemimpinan „atas alat-alat pemerintahan‟ atau 

pekerjaan, hidup dari gaji  dan pendapatan diterma tidak 

didasarkan secara langsung atas dasar kerja mereka. 

Birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan, 

dan cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan 

mengkoordinasi secara sistematis. Rod Hauge 

menyatakan bahwa birokrasi ada karena adanya 

kebutuhan akan sebuah organisasi yang bisa mengelola 

negara modern.
10

 

Bila dicermati secara serius besarnya pengaruh 

pejabat di birokrasi tidak sebatas pada lingkup 

                                                             
9
 Kurdi Matin, Negara Pejabat esai-esai politik, demokrasi, birokrasi, 

dan budaya, (Serang: Pustaka Alumni, 2015),h. 1-2 
10

 Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi… h. 307 
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administrasi publik dan politik praktis, namun sudah 

merambah kedalam dunia simblik dan pemaknaan.Ciri ini 

bisa dilihat dari strategis yang digunakan “hibridisasi”, 

yaitu ekspansi pada celah KKN. Strategi lain dilakukan 

melalui simbolis-mutualisme yaitu perselingkuhan antar 

kelompok kepentingan melalui koalisi saling 

menguntungkan. Melihat fenomena politik saat ini, 

birokrat tidak mungkin bisa terhindar dari birokrasi 

kapitalisme dan simbolik.Aparatur tersebut empati dari 

orang-orang yang dianggap kuat, tidak fokus bersatu 

dalam memperjuangkan haknya sebagai abdi negara untuk 

melayani masyarakat.
11

 

H. Metode penelitian  

Metode merupakan cara kerja yang mempunyai 

sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu 

kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertenatu. Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. 

Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut.
12

 Dan dalam penelitian ini peneliti 

menggunkan metode sebagai berikut: 

a) Jenis Penelitian  

                                                             
11

 Kurdi Matin, Negara Pejabat… h. 17-18 
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis penelitian kualitatif dan bersifat yuridis-

normaif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat 

hukum. Penelitian yuridis-normatif membehas doktrin-

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
13

 

Penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif 

adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam petauran perundang-undangan dan putusan 

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat.
14

Metode penelitian 

kualitatif juga merupakan metode penelitia yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan 

untuk penelitian generalisasi.Sedangkan penelitian 

kulaitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

(verstehen/understanding) yang sifatnya umum terhadap 

suatu kenyataan sosial.Pemahaman tersebut tidak 

ditentukan terlebih dahulu, tetapi ditetapkan setelah 

dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi 

fokus dari penelitian.
15

 

                                                             
13

 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h.24 
14

 Zaenudin Ali, Metode… h.105 
15

 Fakultas syariah universitas islam negeri sultan maulana 

hasanuddin banten, Pedoman Penulisan Skripsi, 2019, hlm 5 
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b) Pendekatan penelitian  

Sehubungan dengan metode penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian yuridis normative, maka 

pendekatan yang dilakukan adalah:  

1. pendektan perundang-undangan (statute 

approach),  

Dalam  metode pendekata perundang-

undangan peneliti perlu memahami hiearki, dan 

asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU N0.10 Tahun 2004, 

peraturan perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang dan mengikat secara 

umum. Dari pengertian tersebut , secara singkat 

dapat dikatakan bahwa yang di maksud sebagai  

statute berupa legisasi dan regulasi. Jika demikian, 

pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) adalah pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang 

merupakan beschikking/decree yaitu suatu 

keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 

administrasi yang bersifat konkret dan khusu, 

misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, 

Keputusan Bupati, Keputusan suatu suatu badan 

tertentu, dan lain-lain.
16

Dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

                                                             
16

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Kencana:2011) h. 96-

97 
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bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. 

c) Sumber Hukum Penelitian 

Sumber-sumber hukum yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum 

yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari: 

a. Perundang-undangan 

b. Catatan-catatan resmi ataau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan  

c. Putusan-putusan hakim. 

Peneliti juga mengambil beberapa bahan hukum 

primer yang terdiri dari: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945,  

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu,  

c. Undang-Undang N0. 5 Tahun 2014 Tentang 

ASN,  

d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

perubahan akedua atas Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 
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1 Tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota, dan 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

2. Bahan sekunder merupakan semua aplikasi 

tentang hukum merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.
17

 Penulis mengambil berupa buku-

buku ilmiah hasil pemikiran para sarjana yang 

berupa jurnal hukum. 

3. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku ilmu 

politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan 

atau laporan-laporan penelitian non hukum dan 

jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai 

relevensi dengan topik penelitian.
18

Penulis 

menggunakan buku-buku ilmiah yang mengenai 

politik, kepegawaian, kamus besar bahasa 

Indonesia dan juga buku tulisan-tulisan lepas 

lainnya. 

 

d) Teknik pengumpulan Data 

Metode penelitian  kepustakaan yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

                                                             
17

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian… h.141 
18

 Peter Muhmud Marzuki, Penelitian… h. 143 
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resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
19

 Dalam 

memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan 

metod pengumpulan data primer dan sekunder yang 

terdiri dari sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi.  

 Dokumentasi adalah pengumpulan, 

pemlihan, pengolahan dan penyimpanan informasi 

dalam bidang pengetahuan. Pemberian atau 

pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

gambar, kutipan, gintingan Koran, dan behan 

refenrensi lain.
20

 Darai pengertian di atas, dapat 

dipahami metode dokumentasi dapat diartikan 

sebagai suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau 

catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. 

2. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data kepustakaan 

adalah teknik terakhir yang digunakan penulis. 

Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan cara membaca dan mengutip 

tulisan yang ada hubungannnya dengan 

permasalahn yang dibahas berupa buku-buku, 

                                                             
19

 Zaebudin Ali, Metode… h. 107 
20

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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artikel, baskah dan dokumen-dokumen lain yang 

berkaitan dengan permasalahn yang dibahas 

e) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa 

kata-kata, kalimat atau narasi, baik yang diperoleh dari 

data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di 

analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. 

 

f) Teknis Penulisan 

Tejnik penulisan iniperpedoman pada penulisan 

karya ilmiah Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ada 

lima bab yang terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian 

Terdahulu yang Relevan,  Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan 

Bab II: Aparatur Sipil Negara, membahas tentang: 

Pengertian ASN, Kode etik, kode perilaku, nilai dasar dan 

Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

Bab III:Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara 

dalam Undang-Undang, mebahas tentang: Pengertian 
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Netraitas dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam 

Undang-Undang. 

Bab IV : Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam 

Politik Menurut Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017. 

Bab V :Penutup yang berisikan Kesimpulan dan 

Saran. Kesimpulan berisi intisari dari pembahsan bab-bab 

sebelumnya, dan saran berisi kritik dan masukan-

masukan. 


